
BUPATI TANclUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas



Urida ng-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro .Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jabung Tirrrur (Lembaran Negara Republik

Iridoncsra Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);•
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indone,-)lC3.Tab un 2003 Nomor 47, Tarnbahnn Lernbaran Negara Republik Iridone-sra Nornor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5 Uridang Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indortesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majclis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indoriesra Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5568),

10. Undang--Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Rt'publJk

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5679);

11. Peraturan Perneriritah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pcngawasan Atas

Penyelenggaraan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahi m 2001 Nomor 41,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemcnntah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta

Jumlah Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ten tang



Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);~
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

tl.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4B. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Penmbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



20. Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kmerja Instansi

Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);•

21. Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembenan dan Pemanfaatan

lnse nuf Pt'Tnllngutan Pajak Daerah clan RetrihuSl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemeriritah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pernermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembarcm Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 690);



Pasal 1

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang PokokPokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab'upaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013
Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung ,Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Be18nJ8 Daer ah Kabupaten Tanj ung .Iabung Timur Tah un Anggar~lTl201:')

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 4).

lO Peraturan Daerah Kabuparen Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung .Jabung Timur Tahun Anggaran 2016

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2015.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 terdiri dari:
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 38.473.606.893,30
b. Pendapatan Transfer Rp. 877.011.368.823,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 4.710.459.659,33

Jumlah Pendapatan Rp. 920.195.435.375,63



2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

L Belanja Pegawai Rp. 361.088.184.388,00•
2. Bunga Rp 0,00

3 ~UbSldl Rp 0,00

4 Hibah Rp 32.73l.566.0 15,00

:=i Bantuan Sosial Rp 17.335.557.856,00

6 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 792.764.400,00

7 Belanja Tidak Terduga Rp. 527.090.756,79

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 412.475.163.415,79

b. Belanja Langsung

1 Belanja Pegawai Rp. 47483.057.460,95

2. Belanja Barang Rp. 128.471.419.513,00

3. Belanja Modal Rp. 279.110.877.713,60

Jumlah Belanja Langsung Rp. 455.065.354.687,55

Jumlah Belanja Rp. 867.540.518.103,34

3. Transfer

a Transfer / Bagi Hasil Ke Desa Rp. 57.022.933.186,00

b. Transfer Lainnya Rp. 0,00

Jumlah Transfer Rp. 57.022.933.186,00

4. Surplus (Defisit) Rp. (4.368.015.913,71)



5. Pembiayaan

a. Penerimaan Pernbiayaan Rp. 66.033.858 895,87
b. Pengeluaran Pernbiayaan Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 66.033.858.895,87
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 61.665.842.982,16

Pasal2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rmgkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimakud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran

Pasal4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in i dengan penempatannya dalam Benta
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di
pada tanggal

Muara Sabak
3-\ Agustus 2016

..

\.
H. ROMI HARIYANTO

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTANJLJNGJA UNGTIMUR,

.r>
_/~H. SU-DlRMAN(\

~v \

BERITA DAERAHKABUPATE~TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR \


